Dipindai dengan CamScanner




Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScavner




Dipindai dengan CamScanner




Dipindai dengan CamScanner




Dipindai dengan CamScanver




Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner




Dipindai dengan CamScanver




Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner




Dipindai dengan CamScanner




Dipindai dengan CamScavner




Dipindal dengan CamScanner




Dipindai dengan CamScanner




Dipindal dengan CamScanner




Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner




Dipindal dengan CamScanner




Bagian Kelima
Pembongkaran Bangunan Gedung

Pasal 24

(1) Bangunan Gedung dapat dibongkar apabila:

a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki sehingga
pemanfaatannya dapat menimbulkan bahaya bagi
lingkungannya;

. tidak memiliki PBG; dan
c. tidak sesuai dengan PBG yang diberikan.

(2) Pembongkaran Bangunan Gedung harus dilaksanakan
secara tertib dan mempertimbangkan keamanan,
keselamatan masyarakat dan lingkungannya.

(3) Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus sesuai dengan ketetapan perintah
pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh
Pemerintah Kota.

(4) Pembongkaran Bangunan Gedung meliputi kegiatan
penetapan pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran dan
pengawasan pembongkaran bangunan gedung, yang
dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran
secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

(5) Tata cara/ketentuan penetapan pembongkaran, pelaksanaan
pembongkaran dan pengawasan pembongkaran bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya
diatur dengan Peraturan Wali kota.

BAB IV
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 25

Dengan nama retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan
PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana

Bangunan Gedung.
Pasal 26

(1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
adalah penerbitan PBG dan SLF.

(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar
teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung,
penerbitan SLF dan SBKBG serta pencetakan plakat SLF.
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Pengaturan persyaratan administratif Bangunan Gedung dalam
Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci
persyaratan administratif yang diperlukan untuk mendirikan Bangunan
Gedung, baik dari segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status
kepemilikan Bangunan Gedungnya, maupun Kkepastian hukum bahwa
Bangunan Gedung yang didirikan telah memperoleh persetujuan dari
Pemerintah Daerah dalam bentuk Bangunan Gedung.

Bagi Pemerintah Daerah sendiri, dengan diketahuinya persyaratan
administratif Bangunan Gedung oleh masyarakat luas, khususnya yang akan
mendirikan atau memanfaatkan Bangunan Gedung, menjadi suatu
kemudahan dan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan tata
Pemerintahan yang baik.

Pengaturan persyaratan teknis dalam Peraturan Daerah ini mengatur
lebih lanjut persyaratan teknis tata bangunan dan keandalan Bangunan
Gedung, agar Masyarakat dalam mendirikin Bangunan Gedung mengetahui
secara jelas persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhi sehingga
Bangunan Gedungnya dapat menjamin keselamatan pengguna dan
lingkungannya, dapat ditempati secara aman, sehat, nyaman dan aksesibel,
sehingga secara keseluruhan dapat memberikan jaminan terwujudnya
Bangunan Gedung yang fungsional, layak huni, berjati diri dan produktif,
serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Dengan dipenuhinya persyaratan teknis Bangunan Gedung sesuai
fungsi dan klasifikasinya, maka diharapkan kegagalan konstruksi maupun
kegagalan Bangunan Gedung dapat dihindari, sehingga pengguna bangunan
dapat hidup lebih tenang dan sehat, rohaniah dan jasmaniah yang akhirnya
dapat lebih baik dalam berkeluarga, bekerja, bermasyarakat dan bernegara.

Pengaturan Bangunan Gedung dilandasi oleh asas kemanfaatan,
keselamatan, keseimbangan, keserasian Bangunan Gedung dan
lingkungannya bagi Masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkiadilan.
Oleh karena itu, Masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan aktif,
positif, konstruktif dan bersinergi bukan hanya dalam rangka pembangunan
dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk kepentingan mereka sendiri,
tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan Bangunan Gedung
dan tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung pada umumnya.

Pengaturan penyelenggaraan pembinaan dimaksudkan sebagai
ketentuan dasar pelaksanaan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dalam melakukan pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan
berlandaskan prinsip-prinsip tata Pemerintahan yang baik. Pembinaan
dilakukan untuk Pemilik Bangunan Gedung, Pengguna Bangunan Gedung,
Penyedia Jasa Konstruksi, maupun Masyarakat yang berkepentingan dengan
tujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan dan keandalan Bangunan
Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis, serta yang
dilaksanakan dengan penguatan kapasitas penyelenggara Bangunan Gedung.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung tidak terlepas dari peran Penyedia
Jasa Konstruksi baik sebagai perencana, pelaksana, pengawas atau
manajemen konstruksi maupun jasa-jasa pengembangannya, termasuk
penyedia jasa Pengkaji Teknis Bangunan Gedung dan pelaksanaannya juga
berdasarkan peraturan Perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Penegakan hukum menjadi bagian yang penting dalam upaya
melindungi kepentingan semua pihak agar memperoleh keadilan dalam hak
dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung. Penegakan dan
penerapan Sanksi Administratif perlu dimasyarakatkan dan diterapkan
secara bertahap agar tidak menimbulkan ekses di lapangan, dengan tetap
mempertimbangkan keadilan dan ketentuan Perundang-undangan lain.

Mengenai sanksi pidana, tata cara pengenaan sanksi pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilaksanakan dengan tetap
mengikuti ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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